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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan
Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir

Sonny Wijaya
Universitas Terbuka

sonymap{@yahoo.com

Kata Kunci: Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Pengunatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK)

Scbagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 .tahun 1996 tentang
Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 ‘tentang Ketahanan
Pangan telah digulirkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Salah satu Desa di
Kabupaten Sintang yang menjadi sasaran Program. Aksi Desa Mandiri Pangan
adalah Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir.

Proses Implementasi Kebijakan Prograni Aksi Desa Mandiri Pangan
Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok, (PMUK) Di Desa Pelaik belum
berjalan secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah kelompok afinitas belum
menjadi kelompok mandiri dalam meldkukan usaha produktif dan ketahanan
pangan sehingga belum berkembang menjadi gabungan kelompok tani (gapoktan),
Tim Pangan Desa belum berperan sebagai lembaga koordinasi ketahanan pangan
desa, Lembaga Keuangan Desa helum terbentuk serta aksesibilitas (permodalan,
pemasaran,informasi, teknologi,/dll) dalam bentuk kemitraan usaha belum
terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Faktor-faktor yarig melingkupi Implementasi Kebijakan Program Aksi
Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di
Desa Pelaik diantaranya adalah partisipasi masyarakat. Jenis partisipasi
masyarakat yang paling tinggi adalah partisipasi dalam penyediaan tenaga, namun
kontrol/pengawasan serta penilaian masyarakat belum berjalan secara optimal.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, peran pendamping dan penyuluh dalam
implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan optimal.
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ABSTRACT

The implementation of the policy of the program of self-supporting countryside
action of food through reinforceineiit of group’s capital employed {(PMUK)
in Pelaik countryside, Kayan Hilir sub district

Sonny Wijaya
Universitas Terbuka
Si)ﬂyﬁa’p@ya"“ yahoo.¢oii

Keyword: The Program of Self-Supporting Countryside Action of Food through
Reinforcement of Group’s Capital Employed (PMUK)

As follow up Law No. 7 of 1996 about food and Governmental Regulation No.
68 of 2002 about food resilience, it has been launched the program of self-supporting
countryside action of food. One of the country sides in Sintang regency which is the
target of the program of seli~supporting countryside-action of food is Pelaik
countryside, Kayan Hilir sub district.

The implementation process of the policy(of the program of sélf-supporting
countryside action of food through reinforcément” of group’s capital employed
(PMUK) in Pelaik countryside, Kayan Hilir.sub district in creating the food resilience
in countryside level is Rp. 40.000.000 in-cash. Such capital is used based on the
potency of the countryside society and onithe chance of the availability of the food to
make the society prosperous. The, group’s effort plan of five self-supporting
countrysides of food in Pélaik js.chicken livéstock. Based on the result of researc seéarch,
the process of society empowermént in the implementation of such policy has not run
optimally.

One of the factors of the implementation of the policy of the program of self-
supporting countryside-action of food through reinforcement of group’s capital
employed (PMUK) in Pelaik countryside is the participation of society. The kind of
the highest participation of society is the participation in providing the personnél, but
the control and.the society assessment have not run optimally. The participation of
society in making the decision has not run properly. Moreover, the role of the tutor
and the extension agent in the implementation process of the policy of the program of
self-supporting countryside action of food through reinforcement of group’s capital
employed (PMUK) in Pelaik countryside has not run optimally, too.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa
Mandiri Pangan Meialui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan! Ofeh karena itu,
penelitian Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Parigan Melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang penulis lakukan ini dapat dikatakan
baru dilaksanakan.

Menurut Nugroho, (2003:34) dasar kebijakan publik dalam arti luas
dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “kebijakan dalam bentuk peraturan-
peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan
peraturan-peraturan ‘yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut
sebagai konveénsi-konvensi”. Di Indonesia produk kebijakan publik yang
dibuat oleh kerja sama antara legislatif dengan eksekutif adalah Undang-
Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi,
Kabupaten, dan Kota. Secara khusus, di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu
yang bersifat darurat, maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang bersifat sementara

sampai Undang-Undang dibuat. Bahkan, di Indonesia, yang mengesahkan
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Undang-Undang adalah Presiden. Undang-Undang sendiri disahkan setelah
ada persetujuan legislatif dan eksekutif (Presiden).

Menurut Nugroho ( 2003:159) kebijakan publik dalam bentuk
Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan
kebijakan publik penjelas atau peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan
publik yang langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres,
Kepmen, Keputusan Kepala daerah, Keputusan Kepala Dinas:-. Kemudian
Nugroho (2003: 160) menyatakan pula bahwa dalam‘\nianagemen sektor
publik, kebijakan publik dari tahap formulasi~hingga implementasi perlu
mengikuti kaidah yang dimulai dari : Misi, Visi; Rencana, Strategi, Program,
Proyek, Kegiatan dan Umpan balik. [Dengan demikian semakin jelas bahwa
implementasi kebijakan di dalam( konteks manajemen berada di dalam
kerangka orgamizing, leadings controling. Kemudian secara rinci kegiatan
managemen implementasi kebijakan berutan dari tahapan : a) implementasi
strategi , b) Pengorganisasian ,c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d)
Pengendalian “( Nugroho, 2003: 163),

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang
tentang  kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK), sudah semestinya kaidah proses kebijakan
sebagaimana yang diungkapkan Nugroho tersebut. Selain itu, menurut
Wibawa, Purbokusumo dan Pramusindo (1994: 3) kebijakan dibuat oleh

pemerintah selalu menyentuh aspek sumber daya, perilaku dan pemaksaan.
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Jika suatu kebijakan baru menyentuh aspek perilaku, maka pemerintah
pasti akan merumuskan kebijakan guna mengatur pengerahan sumber daya
maupun menyiapkan tata nilai yang memungkinkan pelaku yang diatur oleh
kebijakan itu memenuhi kebijakan dan sebaliknya. Dalam hubungan ini maka
kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal
Usaha Kelompok (PMUK) secara awal harus dapat menyentuh aspek perilaku
para pelaku masyarakat petani yang akhirnya mereka \miau mematuhi
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

Guna mencapai tujuan kebijakan, Pemerintah’ harus melakukan aksi
atau tindakan yang berupa Perhimpunan Sumber Daya dan Pengelola Sumber
Daya tersebut. Menurut Willian N. Dunn sebagaimana dikutip Wibawa (1994:
4) bahwa hasil yang diperoleh dari@ksi pertama dapat disebut sebagai proses
implementasi kebijakan dan-di’dalam proses kebiijakan terdapat tidak saja
perilaku administratif dan organisasional melainkan juga perilaku politis.

Berkenaan“dengan penetapan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Kabupaten
Sintang dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut tidak terlepas dari
sumber daya, tata nilai dan perilaku dari anggota masyarakat yang diatur oleh
kebijakan. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat petani adalah mencari kebijakan
sebagai keputusan tetap yang dicir‘ikan oleh konsistensi dan pengulangan

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi
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keputusan tersebut (Heenz dikutif oleh Jones, 1994: 47). Dalam hal ini oleh
Jones (1991: 51) dikatakan bahwa kegiatan legimitasi menyangkut pertanyaan
siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dipertahankan?,
sedangkan yang menyangkut kegiatan implementasi menyangkut petanyaan
siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang
didapatkan?.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untik-mewujudkan
tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan
kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktek, Namun dalam hal ini tidak
semua program yang diimplementasi kan dapat berlangsung dengan mulus dan
efektif. Gejala ini menurut Dunsire/{(dikutip Wahab, 1997: 61) dinamakan
sebagai implementasi gap, sebagai suatu keadaan dimana dalam proses
kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang
diharapkan/direncanakarn oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya
dicapai.

Besar “kecilnya perbedaan prestasi hasil pelaksanaan dengan yang
direncanakan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh
Walter Williams yang dikutip oleh Wahab (1997: 61) disebut sebagai
implementasi capasity dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor
yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan
tersebut. Implementasi ini tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi atau

aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada
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jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
formal kebijakan dapat dicapai.

Kemudian menurut George S Blair yang dikutip oleh Soenarko (2000:
166):

“ Kebijakan publik amat tergantung pada tujuh faktor utama, yaitu 1)
berkaitan dengan kondisi demografis yang meliputi jenis penduduk, usia,
pekerjaan dan komposisinya; 2) kondisi geografis yaitu menyangkut
struktur alam dan lingkungan dimana masyarakat yang akan dikenai
kebijakan itu berdiam atau tiggal; 3) nilai-nilai kultural yangada berkaitan
dengan sistem masyarakat-masyarakat setempat; 4)\ konfigurasi politik
lokal yaitu pertimbangan atas keberadaan kelompok-kelompok formal
maupun non formal yang berhubungan dengdn ‘pémbuatan kebijakan
publik; 5) sumber daya ekonomi yaitu adanya resourses yang mendukung
pendanaan atas diberlakukannya sebuah kebijakan; 6) kepentingan elit
yang menyangkut bukan saja elit nasional't¢tapi elit lokal sebuah kebijakan
yang tidak mempertimbangkan kepentingan elit lokal, akan dengan cepat
tertolak, karena dalam setiap kelompok masyarakat terdapat kepatuhan
sckelompok masyarakat terhadap eliilokal; 7) rekruetmen, menyangkut
rekruetmen elit termasuk dparat pemerintah daerah, aparat birokrasi,
utamanya menyangkut mekanisme rekruetmen yang dapat dipetanggung
jawabkan “.

Dengan demikian, Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) hanya akan berhasil jika ke tujuh
faktor tersebut. diatas turut dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Sementara ‘itu Anderson (1979: 114) mengemukakan faktor-faktor yang
menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu
kebijakan publik yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik
yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
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2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau
perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang
tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.

3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara
para anggota masyarakat yang cenderung bertindak dengan menipu atau
melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan wkuran kebijakan
yang mungkin bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber
ketidakpatutan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.

5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan
tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dimuat masyarakat secara
luas atau kelompok —kelompok tertentu dalam masyarakat.

Soenarko (2000: 185) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu
dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan‘antara lain :

1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu dapat tidak tepat karenanya
harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut; 2) sarana yang
dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; 3) sarana itu mungkin tidak
atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; 4) isi dari kebijakan itu
bersifat samar-samar; 5) ketidakpastian faktor inter dan atau faktor ekster;
6) kebijakan yang ditetapkan\ity' mengandung banyak lubang; 7) dalam
pelaksanaan kurang memmperhatikan masalah teknis; 8) adanya kekurangan
akan tersedianya surber-siimber pembantu (waktu, uang dan sumber daya
manusia).

Berdasarkan. hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa sejak dalam
pembentukan kebijakan tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahan
atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula
disebabkan oleh pembentuk kebijakan yang kurang sempurna dalam arti pada
saat proses formulasi atau perumusan kebijakan (policy formulation) kurang
memperhatikan faktor-faktor sebagaimana mestinya yang telah dikemukakan

di atas. Hal lain adalah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana
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kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna
mengadakan reformulation sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai
tujuannya.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan juga akan
dikemukakan pendukung pelaksanaan suatu kebijakan, Anderson (1979: 114)
mengemukakan : 1) respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau
keputusan; 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) adanya
keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat sah oleh pejabat melakui prosedur yang
telah ditetapkan; 4) sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik
karena kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga
masyarakat dalam mengimplementasiKannya:

Menurut Soenarko (2000:186) mengatakan bahwa keberhasilan
pelaksanaan kebijakan yaifu.:\1) persetujuan, dukungan dan kepercayaan; 2)
isi dan tujuan kebijakan ‘yang dimengerti; 3) pelaksanaan yang cukup
informasi mengenai Kelompok sasaran; 4) pembagian yang efektif dalam
pelaksanaan; 5) pembagian wewenang dan; 6) pemberian tugas yang memadai
dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat Anderson dan Soenarko tersebut diatas,
dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Program
Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK), maka faktor dukungan dan faktor penghambat keberhasilan

kebijakan penanganan implementasi tentang Program Aksi Desa Mandiri
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Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) mutlak harus
diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang agar
kebijakan yang akan diterapkan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sementara itu Islamy (1997: 107) menyatakan bahwa suatu kebijakan
negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif
bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan
manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang
diinginkan oleh Pemerintah atau Negara. Jika mereka\ tidak berbuat atau
bertindak sesuai dengan keinginan Pemerintah /<Negara itu maka kehijakan
Pemerintah tentang Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) tidak akan'menjadi efektif.

Dalam mengkaji kemungkingn Kebijakan dapat berubah, Parson (1997:
569) menyatakan dua péndekatan itu perubshan dalam ruang lingkup
kebijakan yang menyangkut bagaimana perubahan dalam tujuan kebijakan,
nilai, kepercayaan-dan prioritas itu terjadi serta perubahan dalam ruang
lingkup organisasinya yang menyangkut bagaimana kaitan antara nilai,
kepercayaan, tujuan diatas dengan konteks organisasi pengambilan kebijakan
itu.

Perubaban kebijakan dan pembuatan kebijakan akan dijelaskan dari
berbagai hasil yang timbul serta kompetisi diantara keduanya. Demikian juga
dalam melakukan peninjauan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang

tentang Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha
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Kelompok (PMUK) hendaklah didasarkan atas respek anggota masyarakat.
Dengan model ini melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa dan
menawarkan forum yang mengetengahkan masalah kebijakan yang tujuannya
menyelesaikan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi pada nilai-nilai
penting dari struktur yang ada, schingga kompromi yang terjadi antara
masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai pembuatan kebijakan
dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan melahirkan, hasil akhirnya
adalah sebuah implementasi kebijakan yang lahir dati adanya konsensus
bersama.

Ketidak berhasilan pembangunan, ‘yang “saling keterkaitan antara
lapangan kerja primer yang satu dengan.yang lainnya tidak dapat membangun
sector pertanian Khususnya yarg berdomisili di desa; sehingga melahirkan
kemiskinan di pedesaan( Sementara itu menurut Penny (Dillon dan
Hermanto,1993:17) /Kemiskinan sering dikaitkan pula dengan masalah
kelaparan, karena diketahui kelaparan berkorelasi terhadap ketersedian pangan
untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tidak mampunya
pemerintah “dan swasta untuk menyediakan bahan pangan, kalaupun ada
dengan harga yang tinggi dan tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Antara
kemiskinan, kelaparan dan daya beli merupakan lingkaran setan (satanic
cycle) yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, upaya untuk
memutuskan mata rantainya melalui pemenuhan terhadap kesedian pangan

melalui kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK ) untuk
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memberikan dukungan bagi terciptanya ketahanan pangan terutama pada
masyarakat desa.

Pendekatan yang dilakukan dalam konsep awal dari Penguatan Modal
Usaha Kelompok terdiri atas tiga komponen, yakni pembedayaan masyarakat,
penguatan kelembagaan, dan sistem ketahanan pangan. Dalam konteks
pemberdayaan masyarakat (2006:12) dapat dioperasionalisasi dengan berbagai
bentuk : |

- Pemberdayaan sebagai partisipasi, Pemberdayaan “diwujudkan dalam
berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi niasyarakat dalam be1bagai
pelaksanaan program pembangunan maupum-dalam proses pengambilan
keputusan.

- Pemberdayaan secbagai demokratisasi¢ /Beberapa pihak melihat
pemberdayaan lebih sebagai upaya péngembangan demokrasi yang berarti
masyarakat harus lebih berperanan’di.dalam proses politik.

- Pemberdayaan sebagai pengembangan kapasitas. Masyarakat atau individu
dianggap berdaya apabila terjadipeningkatan kapasitas pada dirinya.

- Pemberdayaan sebagai perbaikan ekonomi. Asumsinya apabila ekonomi
masyarakat berkembang, berbagai aspek yang lain akan dapat diselesaikan
sendiri oleh masyarakat.

- Pemberdayaan stbagai” pengembangan individu. Sebagian kalangan
meyakini bahwa', pemberdayaan harus dimulai dari pengembangan
kesadaran knitis-dari individu dan memampukan individu untuk mengambil
sikap berdasarkan kesadaran sendiri.

Dalan) upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan menggunakan
Sistem Ketahanan Pangan terdiri atas sub-sistem ketersediaan, sub-sistem
distribusi dan sub-sistem konsumsi, karena itu melalui kebijakan bantuan
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) untuk membangun sektor
pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. Dengan

diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 menetapkan bahwa
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Gubemnur dan Bupati/Walikota untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan
pangan provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ketahanan pangan yang diwujudkan melalui kebijakan bantuan Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) dianggap sebagai alternatif dalam
memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat desa dan sekaligus penyedian
pangan di desa sebagai sumber penghasil pangan.

Untuk mewujudkan harapan bagi tersedianya pangan dan perbaikan
ekonomi masyarakat desa harus dibangun melalpi\perubahan sikap mental
masyarakat desa untuk membangun dirinya/sendiri. Tidak mungkin dapat
dilaksanakan bilamana masyarakat désa belum siap menghadapi perubahan
melalui berbagai inovasi atan pénemuan baru merupakan salah satu sumber
penting yang mempengafuhi, ‘terjadinya perubahan kebudayaan. Inovasi
dibedakan ke dalam’2 ‘macam yaitu inovasi primer dan inovasi sekunder.
Inovasi primer-adalab penemuan akan sesuatu hal yang baru baik peralatan,
prinsip-prinsip, inaupun kegiatan-kegiatan yang secara luas diterima oleh
sckelompok masyarakat. Invasi sekunder adalah suatu bentuk penemuan baru
yang muncul sebagai hasil dari adanya sebuah atan serangkaian penerapan
inovasi primer. Inovasi sendiri diartikan sebagai sebuah istilah untuk
menunjukkan bahwa suatu penemuan baru telah diterima dan diterapkan atau
digunakan oleh sebagian besar warga suatu masyarakat (Agusyanto,2006:7.7).

Inovasi atau penemuan baru merupakan sarana bagi perubahan masyarakat
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dalam menghadapi berbagai kebijakan yang bersifat ekternal dalam hal ini
adalah kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dalam
menyiapkan ketahanan pangan dengan kebijakan bantuan Penguatan Modal
Usaha Kelompok (PMUK). Upaya ini diharapkan masyarakat dapat
berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam pembangunan di sektor
pertanian, yang mana kedudukan masyarakat sebagai stakeholders
pembangunan pertanian.

Kalau dibandingkan dengan kebijakan bantuan Penguatan Modal
Usaha Kelompok (PMUK) dan bantuan program Pengembangan Daerah
dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE) dengan mekanismenya
penyalurannya sangat berbeda. Sementara ifu, mekanisme bantuan Program
Pengembangan Daerah dalani Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE)
diberikan dalam tiga cara :

1. bantuan umum yang.dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai
bantuan langsung (Specific block grant);

2. bantuan bersifat hibah bergulir (revolving fumd) yang digunakan untuk
investast gkonomi yang menghasilkan dana bergulir,

3. kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat (capacity building
investment).

Konsep yang dibangun dari kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha

Kelompok adalah bagaimana masyarakat dapat menggunakan sumber daya
local dengan potensi yang dimilikinya, kemudian merencanakan dan membuat

berbagai bentuk kegiatan melalui kelompok untuk menciptakan tersedianya
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pangan. Secara umum memiliki konsep yang berbeda dengan bantuan program
Pengembangan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis (PDMDKE).
Perbedaan tersebut dapat dilibat dari konsepsi yang ada dan operasionalisasi
ditingkat masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan
sistem ketahanan pangan menjadi ciri tersendiri dari kebijakan bantuan
Penguatan Modal Usaha Kelompok. Menurut Koentjaraningrat (1979:154)
suatu kelompok atau group juga merupakan suatu masyarakat karena
memenuh: syarat-syaratnya, dengan adanya sisiem Interaksi antara para
anggota, dengan adanya adat-istiadat serta sistetn norma yang mengatur
interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas
yang mempersatukan semua anggota‘tadi. Namun, disamping ketiga ciri tadi,
suatu kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri
tambahan, yaitu organisasi_dan’ sistem pimpinan, dan selalu tampak sebagai
kesatuan dari individusindividu pada masa-masa yang secara berulang
berkumpul danwyang kemudian bubar lagj.

Dari\ konsepsi kebijakan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok
dapat disimpulkan, bahwa kemampuan masyarakat agar dapat berdaya secara
ekonomi dalam meningkatkan hidupnya, dengan membangun dirinya sendiri
dalam suatu kelembagaan untuk menyediakan pangan bagi rumah tangganya,
lingkungannya dan masyarakat yang berada disekitarnya. Kebijakan
penguatan modal usaha kelompok tani dapat dilaksanakan secara efektif dapat

dilakukan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang sudah diimplementasikan.
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Keberhasilan kebijakan harus dinilai tingkat keberhasilannya, sehingga
menurut Suchman (Winarno, 2007:230) mengemukakan enam langkah dalam
evaluasi kebijakan, yakni:

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Analisis terhadap masalah

Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

NRWUN-

*

Kebijakan penguatan modal usaha kelompok yang diimplementasikan
sesuai dengan perubahan lingkungan dan~péncapaian tujuan untuk
meningkatkan pendapatan kelompok masyatakaf. Karena itu, keberadaan
pendamping untuk mendukung implementasi kebijakan diperlukan bagi
pencapaian target yang sudah ditenfukan. Disamping pencapaian tujuan yang
optimal diperiukan sosialisasi ‘keterampilan dan pengetahuan bisa dilalui
program manajemen/pelatihan dan pengajaran, dilakonkan oleh pra pelatih dan
pengajar (Ndraha;-2003:81). Penentuan standarisasi kegiatan diperlukan
melalui interminasi antara implementator melalui program pelatihan dan
pengajaran ‘untuk memenuhi tingkat harapan yang ingin dicapai, walaupun
terjadi deviasi dari implementasi dari kebijakan. Disamping faktor teknis
dalam pengembangan penguatan modal usaha kelompok yang perlu mendapat
perhatian adalah bidang organisasi, hal ini disebabkan bantuan penguatan
modal diarahkan pada bantuan kelompok yang merupakan bentuk lain dari

organisasi. Menurut Gibson (1985:25) bidang perilaku organisasi
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mengidentifikasi tiga tingkat analisis; (1) individu, (2) kelompok, dan (3)
organisasi. Ternyata peran individu, kelompok, dan organisasi menjadi
masalah yang penting untuk mencapi tujuan maksimal dari keberhasilan
kebijakan penguatan modal usaha kelompok tersebut tidak hanya menyangkut
masalah teknis tetapi masalah organisasi, karena menyangkut kebijakan yang
diimplementasikan.

Salah satu aspek penting dalam impelementasi kebijakan timumnya serta
implementasi kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Mé¢lalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK)Tahun khususpya ‘adziah tanggapan target
group/masyarakat.  Tanggapan atau respon‘(masyarakat ini akan sangat
menentukan partisipasi masyarakat dalam.mendukung implementasi kebijakan
Program Aksi Desa Mandiri Pangaii M¢lalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK).

Menurut Allpoft, (dalam Sastropoetro, 1988:12 ) menjelaskan batasan
tentang partisipasi “adalah sebagai berikut: “bahwa seseorang yang
berpartisipasi sebeparnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya
lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.” Dalam hal ini
keterlibatan diri yang dimaksudkan adalah menyangkut keterlibatan dalam pikiran
dan perasaan.

Sementara menurut Davis (dalam Sastropoetro, 1988:13) memberikan

definisi mengenai partisipasi sebagai berikut:
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FParticipation can be defined as mental and emotional involvement of
aperson in a group situation which encourages him to contribute to group
goals and share responsibility in them. (Partisipasi dapat diartikan sebagai
keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi
kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada

kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab
terhadap usaha yang bersangkutan)

Sclanjutnya, memurut Gie (1981:20) bahwa partisipasi diartikan sebagai:

“Suatu aktvitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan

organisasi atau ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi”.\Dari pengertian

partisipasi ini menunjukan adanya aktivitas seseorang untuk ikut ambil bagian
didalam kegiatan organisasi. Lebih lanjut menurut-David (dalam Sastropoetro

1986:13) menyatakan sebagai berikut: “Partisipasi- dapat didefinisikan sebagai

keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perassan seseorang didalam situasi

kelompok yang mendorong untuk/ m¢mberikan sumbangan kepada kelompok
dalam usaha mencé.pai tujuan Serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang
bersangkutan”

Berdasarkanpenigertian diatas, didalam pengertian partisipasi paling
tidak terdapat tigaunsur penting memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta, sesungguhnya
merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan. Lebih dari semata-
mata keterlibatan secara jasmaniah.

2. Kesediaan memberikan sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan
kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa kesenangan, kesukarelaan untuk

membantu kelompok.
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3. Unsur tanggung jawab yang merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi
anggota.

Kemudian Ndraha (1987:42), menjelaskan tentang diﬁniSi tersebut
diatas, bahwa:

“Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok
masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan
atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya)
yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama
dan dalam mempertanggung jawabanya.” _

Terdapat beberapa unsur yang penting dari pengertian partisipasi tersebut
yang antara lain, keterlibatan mental, emosi dan dengan‘Sendifinya fisik, kehendak
sendiri atau prakasa (inisiatif) untuk mengambil bagian didalam usaha mencapai
tujuan, memberikan swadaya serta adanya’rasa tanggung jawab. Dalam kaitan
dengan pelaksanaan pembangunan.. bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan merupakan faktor, yang sangat penting. Partisipasi masyarakat
bukalah sekedar pelangkap; tetapi merupakan faktor yang mutlak diperlukan bagi
keberhasilan pembangurian/’Bahkan Du-Sautoy (dalam Ndraha 1987:103)
mengatakan bahwa, “partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai
apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan atau bukan.
Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan, proyek tersebut pada hakekatnya bukalah proyek
pembangunan.”

Memperhatikan demikian pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, maka tidaklah mengherankan bahwa di dalam Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Bappenas R,
2004:69), telah ditegaskan sebagai berikut, “dilain pihak partisipasi aktif dari
segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan
merata baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau didalam menerima
kembali hasil-hasil pembangunan”.

Dengan  memperhatikan  ketentuan-ketentuan _ dalam  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, tersebut, terlihatlah
gambaran ruang lingkup partisipasi aktif masyarakat-dalam pembangunan dimana
partisipasi diharapkan meliputi tiga hal yaitu :

1. Dalam memikul beban pembangunan,
2. Dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pembangunan.
3. Dalam menerima hasil-hasil pembangunan.
Menurut Ndraha, (2007:2), ketiga hal tersebut diatas dapat dirincikan
lebih lanjut sebagai, berikut:
1. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan :
a. “beban fisik : biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material, tanah, alat
perlengkapan, sarana penunjang yang memerlukan swadaya.
b. Beban non fisik : tanggapan, pendapat, sarana, pikiran, prakarsa.
2. Partisipasi dalam tanggung jawab pelaksanaan pembangunan:
a.Pertanggung jawaban administrasi.
b. Kontrol Sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam menerima kembali hasil - hasil pembangunan:

a. Penilaian sosial tehadap hasil (manfaat) pembangunan.

b. Penggunaan dan pengusahaan hasil pembangunan.
¢. Perawatan/pemeliharaan hasil pembangunan.
d. Pengembangan hasil pembangunan.
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran kebijakan Program Aksi Desa
Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dapat
meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam memikul beban penyelenggaran kebijakan Program Aksi
Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK)seperti biaya, tenaga, waktu, kehadiran, material;- tanah alat
perlengkapan, serta sarana penunjang yang memerlukan swadaya. Dapat juga
partisipasi dalam aspek non-fisik seperti tanggapan, pendapat, sarana, pikiran,
prakarsa.

2. Partisipasi dalam tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaran Program Aksi
Desa Mandiri Pangan Meldiui| Pénguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK)seperti pertanggurig jawaban administrasiserta kontrol sosial terhadap
pelaksanaan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK).

3. Partisipasi dalam menerima kembali hasil - hasil penyelenggaran Program
Aksi Desa”Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK) seperti, penilaian sosial tehadap hasil (manfaat) kebijakan Program
Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK), penggunaan dan pengusahaan hasil penyelenggaran kebijakan
Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha

Kelompok (PMUK); Perawatan/pemeliharaan hasil penyelenggaran kebijakan
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Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok (PMUK) serta pengembangan hasil penyelenggaran kebijakan
Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok (PMUK).

Untuk melaksanakan kebijakan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)di pedesaan
perlu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan Program
Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Pengratan Modal ‘Usaha Kelompok
(PMUK )diperlukan keikutsertaan dari seluruh lapisait miasyarakat.

Agar partisipasi masyarakat dapat(terwujud dengan baik, maka
diperlukan suatu wadah yang disebiit. dengan wadah partisipasi. Menurut
Pasaribu dan Simanjuntak ((1986:360) wadah dari partisipasi yang
dimaksudkan adalah sebagai  berikut: "Wadah partisipasi merupakan
semacam lembaga ~Sebagai’ bentuk dan cara untuk mengatur kegiatan-
kegiatan yang berlangsung dalam suatu jenis partisipasi.”

Selanjutnya Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) menjelaskan
mengenai arti dan jenis-jenis partisipasi yang terdapat dalam suatu
masyarakat adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan jenis partisipasi yaitu macamnya sumbangan
yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Untuk
sementara, sumbangan dalam partisipasi dapat diperinci menurut jenis
sebagai berikut :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono,
pertemuan atau rapat.
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2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan
untuk perbaikan atau pembangunan Desa, pertolongan bagi orang lain
dan sebagainya.

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai
kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi
orang lain dan sebagainya.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk
mendorong ancka ragam bentuk usaha dan industri.

5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda panguyuban,
misalnya arisan,, koperasi, layat (dalam peristiwa kematian), kondang
(dalam peristiwa pernikahan) Nyambung, mulang sambung.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa partisipasi magyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan = Program Aksi Desa Mandiri® Pangan Melalui
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bukan‘hanya dalam bentuk fisik
saja, misalnya biaya, tenaga, material dan lair-lain, tetapi juga dalam bentuk
non fisik seperti tanggapan, pendapaf, saran pikiran dan prakarsa. Sejalan
dengan pendapat tersebut diatas, Satropoetro (1988:26-27) mengemukakan
beberapa jenis partisipasi, (yakni sebagai berikut, “(1) Pikiran (psychological
particition); (2) Teraga, (physical participation); (3) Pikiran dan Tenaga
(psychological «and physical participation); (4) Keahlian (participation with
skill);  (5)\'Batang (material participation); dan (6)Uang (money
participation)”.

Seperti yang telah tercantum dalam kutipan di atas menunjukan
jenis partisipasi yang diharapkan dalam implementasi kebijakan Program
Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK) yaitu : partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta

benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial.
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Kesemuanya ini dapat dilaksanakan apabila asyarakat yang tinggal di Desa
tersebut sudah dapat mencukupi segala kebutuhannya terutama kebutuhan
rumah tangga. Terpenuhnya suatu kebutuhan rumah tangga masyarakat
sangatlah ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat.

Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin
besar pula peluang masyarakat untuk mencurahkan perhatiannya terhadap
segala pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa. \Dan sebaliknya
apabila masyarakat yang memiliki pendapatan yang “kecil dimana setiap
hari harus selalu memikirkan untuk bagaimana, caraniya dapat memenuhi
kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga perhatian yang dapat

dicurahkannya terhadap pelaksanaan’pembangunan yang ada di Desa dimana

ia bertempat tinggal menjadi Berkrang, bukan berarti bashwa masyarakat
yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah tidak mau ikut
berpartisipasi dalam” kégiatan pembangunan tetapi karena adanya suatu
keterbatasan yang-ada pada mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, bukan hanya
bersifat parsial saja, artinya partisipasi hanya dilaksanakan pada satu atau
beberapa proses saja. Tetapi yang diharapkan adalah partisipasi yang bersifat
prosesional, yakni partisipasi sepanjang proses pembangunan.

Adapun mengenai bentuk partisipasi profesional dalam
pembangunan, Ndraha (1987:103-104) mensitir beberapa pendapat sebagai

berikut:
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1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu
titik awal perubahan sosial.

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan
terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,
melaksanakan), mengiatkan, menerima dengan syarat, maupun
dalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembilan
keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan
perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi
ini  disebut juga partisipasi  dalam pengambilan keputusan
termasuk keputusan polittk yang menyangkut nasib mereka.

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.

5. Pertisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil
pembangunan.

6. Partisipasi dalam menilai  pembangunan,\ yaitu keterlibatan
masyarakat dalam menilai sejauh mana jelaksanaan pembangunan
sesuai dengan rencana dan sejauh mana, hasilnya dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dikalangan masyarakat
yang memiliki kepentingan-kepentingan/yang lebih spesifik dan kondisional,
seperti masyarakat desa, masyarakaf petani, sehingga pelaksanaan kebijakan
dapat sesuai dengan aspirasi’dan kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat
yang demikian itu, méemiliki nilai yang lebih pragmatis, karena selain dapat
memberikan._keterangan, masukan dan data yang berguna, juga dapat
memperbaiki program dan rencana-rencana yang sudah ada.

Selanjutnya Sastropoetro (1988:21) menjelaskan bidang-bidang
partisipasi masyarakat adalah: “a). Dalam proses pengambilan keputusan
dan/atau proses perencanaan; b). Dalam proses pelaksanaan program; c).
Dalam proses monitoring dan evaluasi program.” Berdasarkan pendapat

tersebut, menunjukan bahwa untuk berpartisipasi dalam Program Aksi Desa
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Mandini Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
masyarakat dilibatkan untuk ikut serta berpartisipasi melalui program tersebut.
Ini sangatlah memungkinkan karena sesuai dengan konsep pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui program Program Aksi
Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
Ada sepulubh alasan melakukan pengembangan perdesaan, yaitu: (1).
masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses~pangan yang
disebabkan oleh keierbatasan penguasaan sumberdaya lahan, sehingga tidak
berusaha di sektor pertanian; (2). masih adanya kemiskinan struktural,
sehingga meskipun telah berusaha tetapi perdapatan yang diperoleh belum
memenuhi kebutuhan keluarga; (3).. minimnya sarana dan prasarana
(pengairan, jalan desa, sarana usaliatani, air bersih, listrik dan pasar); (4).
terbatasnya pengetahuan fentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan
aman; (5). belwn, “optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan
masyarakat/kelotpoktani; (6). Terbatasnya akses masyarakat terhadap
lembaga permodalan; (7). Rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran;
(8).terbatasnya akses informasi dan teknologi; (9). rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat; dan (10). terbatasnya lapangan pekerjaan di
perdesaan. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya kerawanan pangan dan

kemiskinan di perdesaan.
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B. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ini berkaitan dengan pola hubungan antara
kebijakan bantuan Pengutan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dalam

menciptakan ketahanan pangan yang penulis digambarkan dalam bentuk pola

hubungan sebagai berikut:
PROGRAM AKSI
DESA MANDIRI KONDISI
PANGAN EKSTERNAL
(Partisipasi
Masyarakat)
I
: TARGET
|
{
PENGUATAN *}
MODAL
. PROSES
ey USAHA\ & >
KELOMPOK
R REALISASI

|
|
I
i
I
I

KONDISI
INTERNAL (SDM
Petani, Penyuluh,
Pendamping,
Anggaran, Sarana dan
Prasarana)

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir
Berdasarkan gambar di atas, optimalisasi penerapan kebijakan bantuan
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Pelaik Kecamatan

Kayan Hilir dilingkupi oleh kondisi yang bersifat internal maupun eksternal.
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Kondisi eksternal (kondisi yang berada di luar program) berhubungan dengan
partisipasi masyarakat, sedangkan kondisi internal berkaitan dengan SDM
Petani, Penyuluh, Pendamping, Anggaran, Sarana dan Prasarana. Kebijakan
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) meliputi : (1) membuka akses,
(2) meningkatkan potensi dan kapasitas SDM, (3) membangun wilayah secara
terpadu, dan (4) meningkatkan kemandirian masyarakat.
Pendekatan yang digunakan dalam Penentuan kebijakan bantuan Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang diberikan dalam ‘beéntuk uang tunai
kepada masyarakat yang kemudian modal tersébut” dimanfaatkan sesuai
dengan potensi masyarakat desa dengan hardpan’ tersedianya bahan pangan
untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk membangun usaha ketahanan
pangan dilakukan secara berkelompok dalam mengelola modal (uang tunai).
Dengan kebijakan tersebut.-dapat membawa pengaruh bagi kesejahteraan
masyarakat desa meldhui‘ketersedian pangan.
C. Definis Konsep Dan Operasional

Definisi memberikan penjelasan terhadap variabel yang akan diteliti,
sehingga menggunakan indikator sebagai objek yang akan diteliti, dank arena
itu definisi terpilih inilah yang disebut sebagai definisi operasional
(Winarno,2007:8.12) dalam penelitian ini disebut sebagai pengertian variabel
yang akan diteliti adalah Kebijakan Bantuan Penguatan Modal Usaha

Kelompok (PMUK) dalam menciptakan ketahanan pangan di Desa Pelaik
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Kecamatan Kayan Hilir, dengan operasional variabel atau definisi variabel

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah keputusan (decicion) yang sudah ditetapkan atau
diputuskgn, schingga dapat mempengaruhi orang lain (individu atau
publik) dilakukan oleh pembuat kebijakan (policy maker).

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik
yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan’atau Minuman
bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan ‘pangan, bahan baku
pangan dan bahan lain yang digunakam dalam proses penyiapan,
pengolahan atau pembuatan makanan danihinuman

3. Desa atau yang disebut dalam’ (LU No. 32/2004) diartikan sebagai
kesatuan masyarakat hukum(” yang memiliki batas-batas wilayah,
berwewenang untuk snengatar dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Mandiri Pangan diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang
dapat dieukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari
bekerjanya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

5. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai
kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui

pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem
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konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara
berkelanjutan.

6. Kelompok afinitas (PIDRA) adalah keanggotaan kelompok yang diikat
dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan
memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu secara bersama.

7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana ‘masyarakat atau
mereka yang kurang beruntung dalam sumberdaya pembangunan didorong
untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri. Dalam proses ini
masyarakat dibantu untuk mengkaji Kebutuhan, masalah dan peluang
dalam pembangunan sesuai dengafi lingktngan social ekonomi kehidupan
mereka sendiri.

8. Ketahanan Pangan (ULLNO.7/1996) adalah kondisi terpenuhinya pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlahnmiaupun mutunya,aman, merata dan terjangkau.

9. Ketahanan, ~ Pangan  Masyarakat  (Commumity  food  Security
Coalition/CFSC) adalah kondisi dimana seluruh anggota masyarakat
(rumah tangga/individu) mendapatkan pangan yang aman, dapat diterima
secara kulnl;al, cukup, bergizi, secara berkelanjutan dengan
memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial.

10. Desa Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat

ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan
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rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologis bagi pertumbuhan dan keschatan.

11. Kemandirian Pangan secara Makro/Nasional : Kemampuan suatu bangsa
untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup,
mutu yang layak, aman berdasarkan optimalisasi bemanfaatan SDM, SDA
dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal: Mikro/Rumah Tangga
(RT): Kemampuan RT memenuhi kebutuhan pangannya; dengan jumlah,
mutu, keragaman, gizi, amar, dan halal; baik dari hasil produksi sendiri
ataupun membeli dari pasar. Kemandirian-pangan desa dibentuk oleh
kemandirian pangan rumahtangga, kemandirian pangan wilayah dibentuk
oleh kemandirian pangan desa, dan kemandirian pangan nasional dibentuk

oleh kemandirian pangan wilayal.
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METODOLOGI] PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dilihat dari substansinya, penelitian ini pada dasarnya adalah
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Azwar (1998:7), penelitian
deskriptif adalah “suatu penelitian yang hendak melakukan penilaian tentang
sesuatu hal dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara ‘sistematik, fakiual
dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungannya 4ntar fakta”. Berdasarkan
pendapat  tersebut, diketahui bahwa penélitian deskriptif bertujuan
menggambarkan secara sistematik dan aKurat fakta dan karakteristik mengenai
sasaran atau mengenai bidang terténty, serta berusaha menggambarkan situasi
atau kejadian yang nyata.

Dalam kaitannya” dengan penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan
Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK), maka, sesuai dengan pendapat Arikunto (1993:292) yang menyatakan
bahwa “penelitian evaluasi merupakan model penelitian yang digunakan untuk
menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif suatu
program, yang telah dikembangkan, dengan demikian kegiatan evaluasi
dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka
pengambilan keputusan”. Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa

penelitian ini pada dasarnya lebih banyak mengarah kepada efektifitas sebuah
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program yang telah ditetapkan pemerintah yang kemudian hasilnya menjadi
pertimbangan untuk pembuatan keputusan perbaikan di masa depan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok (PMUK) pada dasarnya sebuah fenomena yang batas-batas tertentu
dapat dipahami sebagai sebuah program pemerintah karena didalamnya terdapat
misi dan tujuan yang hendak dicapai yang memiliki dimensi sosial cukup besar.
Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan evaluasi >Implementasi
Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha
Kelompok (PMUK) tersebut agar diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis,
yang dari itu akan bisa diambil sikap baik perencanaan kembali atau pengambilan

keputusan yang bersifat perbaikan di masd mendatang.

B. Subjek Penelitian

Menurut Nasution (1998:23), “dalam penclitian kualitatif yang menjadi
subjek penelitian hanyalah/sumber yang dapat memberikan informasi dan data
yang berhubungan\dengan penelitian”. Berdasarkan uraian di tersebut, subjek
penelitian ini\adalah seluruh anggota Kelompok Tani Pelaik Mandiri Jaya yang
ditetapkan sebagai penerima bantuan PMUK di Desa Pelaik Kecamatan Kayan
Hilir sebanyak 50 orang. Selanjutnya, karena Program Aksi Desa Mandiri Pangan
melibatkan kegiatan lintas sektor, untuk itu ditetapkan informan sebagai berikut:
1. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang.

2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang
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3. Ketua Pokja Desa Mapan Kabupaten Sintang
4. Camat Kayan Hilir

5. Kepala Desa Pelaik

C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian
ini adalah :

1. Teknik wawancara mendalam/interview, yaitu teknik, pengumpulan data
dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penclitian.
Menurut Arikunto (1993:243) “wawancara \gdalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan,cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat
yang dinamakan inferview guide atau panduan wawancara”,

2. Teknik observasi. Memirut Furhan, (1992:136) “observasi yaitu pengumpulan
data yang dilakukan‘dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti,
saat melakukan penelitian”. Teknik observasi ini biasanya diartikan sebagai
pengamatan /dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena
yang diselidiki.

3. Kuesioner, digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan langsung dari
responden, yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab
oleh anggota Kelompok Tani sebanyak 50 orang. Varibel yang hendak dijaring

melalui kuesioner ini adalah pendapat, sikap dan tanggapan responden

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41215.pdf

45

terhadap proses, pencapaian tujuan, partisipasi masyarakat, serta kualifikasi
dan peran pendamping dalam Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa
Mandiri Pangan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa
Pelaik.
D. Alat Pengumpul Data
Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka alat pengumpulan data
yang dipergunakan adalah :

1. Panduan Wawancara. Berupa susunan pertanyaan yang\langsung dinyatakan
kepada informan maupun responden, yakni dalam ‘bentuk pertanyaan terbuka
yang di cantumkan dalam media, hal ini ‘ménjadi pedoman peneliti dalam
melakukan wawancara mendalam.

2. Pedoman observasi untuk menjarinig informasi tentang situasi dan kondisi
yang berhubungan dengdn-Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa
Mandiri Pangan meldlui‘Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Dafiar
ini untuk melengkapi” sikap, tanggapan dan kesulitan- kesulitan informan
dalam menanggapi atau memahami pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

3. Kuesioner, 'yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun berdasarkan
indikator-indikator penelitian yang ditujukan kepada anggota Kelompok Tani
sebanyak 50 orang untuk dijawab secara tertulis pula

E. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu deskritif, maka pengolahan dan

analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Data yang telah
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diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi,
kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah itu,
setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan
uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan

penafsiran data dalam bentuk narasi).

F. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten

Sintang. Alasan pemilihan lokasi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Desa Pelaik merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sintang yang menjadi
sasaran Program Aksi Desa Mandiri Pangan

2. Adanya masalah yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program
Aksi Desa Mandiri Pangan, melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK) di Desa Pelaik; antafd lain: Terbatasnya dan lemahnya sumber daya
manusia; Rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten ke desa
sasaran dan dengan kondisi geografi, Sarana dan prasarana infrastruktur yang
masih terbatas, Lemah dan terbatasnya kelembagaan yang ada di desa;
Lemahnya akses Tekhnologi , Lemahnya modal yang di miliki kelompok serta

Minimnya dana untuk menunjang kegiatan Program Peningkatan Ketahanan

Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
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BAB Y

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui
Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan
secara efektif. Indikasi hal tersebut adalah kelompok afinitas belum menjadi
kelompok mandiri dalam melakukan usaha produktif dan‘kétahanan pangan
sehingga belum berkembang menjadi gabungan, kelompok tani (gapoktan),
Tim Pangan Desa belum berperan sebagai/lembaga koordinasi ketahanan
pangan desa, Lembaga Keuangan D€sa belum terbentuk serta aksesibilitas
(permodalan, pemasaran,informasiy teknologi, dll) dalam bentuk kemitraan
usaha belum terlaksana setiagaimana yang diharapkan.

2. Faktor-faktor yang memmpengaruhi Implementasi Kebijakan Program Aksi
Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di
Desa Pelaik' berkaitan partisipasi masyarakat, serta peran pendamping/
penyuluh. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol/pengawasan serta
penilaian belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain
itu, peran pendamping dan penyuluh dalam implementasi kebijakan Program
Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok

(PMUK) Di Desa Pelaik belum berjalan optimal.

121
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B. Saran

1. Koordinasi dalam Proses Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri
Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik
Kecamatan Kayan Hilir diharapkan dapat ditingkatkan. Hal ini disebabkan
kegiatan yang dilakukan lebih menonjolkan ego sektoral, sehinggan dengan
adanya koordinasi tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi kegijatan
yang dilakukan.

2. Faktor-faktor yang melingkupi Implementasi Kebijakan, Program Aksi Desa
Mandiri Pangan Melalui Penguatan Modal Usaha-X¢élompok (PMUK) Di Desa
Pelaik diantaranya adalah partisipasi masyarakat diharapkan dapat dilakukan
dengan melibatkan dalam proses perigambilan keputusan baik dalam proses
perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian/evaluasi. Dengan terlibatnya
masyarakat dalam penganibilan keputusan, akan menimbulkan rasa memiliki
dan tanggungjawab baik dalam pelaksanaan maupun Kkelanjutan program

tersebut.
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DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)
(Ditujukan kepada warga masyarakat di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang sebanyak 50 orang)

Dalam rangka mengumpulkan data bagi penyusunan tesis yang berjudul:
Implementasi Kebijakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK) Di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Sintang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibw/Sdr(i) untuk dapat kiranya
menjawab pertanyaan yang tersedia di bawah ini.

Atas partisipasi Bapak/lbu/Sdr(i) saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN

1 Nama SRR 4 1)
2 Umur OSSR 45 200, /U U
3 Jenis D eveeeneerneeccnrensrcrcazmrrnnne S eetotresenennnenerarararesrontesenss
. Kelamin  .....

4 Jabataii

.
+ eescccrseacaMeeMueceenttratcentrrtcnrsrssertascecenctcstancaciaccnnnnn

PETUNJUK PENGISIAN

a. Sebeluim rienjawab bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama.

b. Pilihlah\salah satu dari jawaban yang tersedia dan berilah tanda silang
(X)sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr(i).

¢. Untuk pertanyaan yang berbentuk table silahkan menulis langsung
dengan memberikan tanda chek list (V) pada altemnatif jawaban yang
telah disediakan.

d. Jawablah semua pertanyaan secara jujur menurut situasi dan kondisi yang
Bapak/Ibu/Sdr(i) anggap benar.
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1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan
Mandiri Pangan melalui PMUK pemerintah berkewajiban melaksanakannya
melalui pemberdayaan masyarakat?

a. sangat mengetahui

b. cukup mengetahui

c. kurang mengetahui
d. tidak mengetahui

2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat

dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. sangat mengetahui

b. cukup mengetahui

c. kurang mengetahui

d. tidak mengetahui

3. Jika Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui, dari mana saja informasi tersebut di dapat?
a. dari Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
b. dari pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawar dl])
¢. dari media massa (radio, Koran, televisi)

d. dari Pemerintah Kabupaten (Diknas, peniliK sekolah, dil)
€. dari tetangga/teman/keluarga

4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) setuju jika pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangari melalui PMUK berbentuk “program” (bila
Program itu selesai maka dianggap Pemberdayaan sudah selesai dilakukan)?

sangat setuju

setuju

cukup setuju

kurang setuju

tidak setuju
f. sangat tidak setiyu

5. Apakah Bapak/Tbw/Sdr(i) setuju jika pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan_kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK berbentuk “proses”
(pemberdayaan dilakukan secara terus menerus)?

. sangat sefuju

setuju

cukup setuju

kurang setuju

tidak setuju

. sangat tidak setuju

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK telah melibatkan masyarakat?.

a. selalu melibatkan masyarakat
b. kadang-kadang saja melibatkan masyarakat
¢. tidak pernah melibatkan masyarakat

papop
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7. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut?.
a. Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
b. pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dll)
c. Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)
d. Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dl)

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK masyarakat telah diajak berdiskusi mengenai kegiatan apa
saja yang tepat dilaksanakan?.

a. selalu berdiskusi dengan masyarakat
b. kadang-kadang saja berdiskusi dengan masyarakat
c. tidak pernah berdiskusi dengan masyarakat

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK masyarakat telah diajak menyusun gagasan, ide dan saran
mereka secara tertulis?.

a. Yya, selalu diajak
b. kadang-kadang saja diajak
c. tidak pernah diajak

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam perencanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK, gagasan, ide dan Saran/masyarakat telah dicantumkan
pula tujuan jangka pendek apa yang akan ‘mefeka capai dan bagaimana cara
mencapai tujuan tersebut?.

a. ya, telah dicantumkan
b. tidak dicantumkan
c. tidak tahu

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) bagaimanakah kerja sama antara Petugas dan Warga
Masyarakat dalam peldksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui
PMUK?.

a. sangat baik
b. baik

c. kurang baik
d. tidak baik

12. Menurut\Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK telah sesuai sebagaimana direncanakan sebelumnya?.

a. sangat sesuai
b. kurang sesuai
c. tidak sesuai

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK pemah terjadi pertentangan antar Kelompok Warga?.

sangat sering

cukup sering

jarang

tidak pernah

aogp
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14. Jika pernah terjadi pertentangan antar Kelompok Warga, bagaimanakah cara
penyelesaiannya?
a. melalui musyawarah/mufakat
b. melalui hukum adat
c. melaporkan ke polisi
d. tidak pernah diselesaikan

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah diupayakan terciptanya suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang ?
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

16. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan.Mandiri Pangan
melalui PMUK telah diupayakan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat?
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

17. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksafiaan ¥ebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah diupayakan perlindungan‘tertiadsp masyarakat 2.
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

18. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam-pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah adanya pemberian wewenang kepada masyarakat ?.
a. ada, dan berjalan baik
b. ada, tapi belum berjalarn
c. belum/tidak ada sama sSekali

19. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK télali_ddanya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri
masyarakat?
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

20. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah adanya upaya meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat
mempunyai potensi untuk melaksanakannya?
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali
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21. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah adanya pemberian kesempatan pada masyarakat untuk
memilih apa yang menjadi keinginannya?.

a. ada, dan berjalan baik
b. ada, tapi belum berjalan
c. belum/tidak ada sama sekali

22. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah adanya pemberian tanggungjawab pada masyarakat untuk
melaksanakan tugas-tugas tertentu?.

a. ada, dan berjalan baik
b. ada, tapi belum berjalan
c. belum/tidak ada sama sekali

23. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaksanaan kebijakan.Mandiri Pangan
melalui PMUK telah adanya pemberian dukungan padd miasyarakat untuk
melaksanakan tugas-tugas tertentu?.

a. ada, dan berjalan baik
b. ada, tapi belum berjalan
c. belum/tidak ada sama sckali

24. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dalam pelaKsanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah dilaksanakan upaya ‘mefighimpun permasalahan yang
dihadapi masyarakat?.

a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah diupayakan, namun beluny-berjaian baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

25. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah'dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK telah dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki
masyarakat?.

a. sudah diupayakan‘dan berjalan baik
b. sudah diupayakang namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

26. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah upaya menghimpun permasalahan dan
pendataan ‘potensi tersebut melibatkan masyarakat?.
a. sudah diupayakan dan berjalan baik
b. sudah digpayakan, namun belum berjalan baik
c. belum/tidak ada upaya sama sekali

27. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan pendataan
potensi tersebut?.

Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)

pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan di)

Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dll)

Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)

acop
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28. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah dari permasalahan yang berhasil dihimpun
tersebut telah disusun prioritas yang akan ditindaklanjuti?.
a. sudah
b. belum
c. tidak tahu

29. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah pemah dilakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat sering
b. cukup sering
c. jarang
d. tidak pernah

30. Apakah evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK
melibatkan masyarakat?.
a. selalu melibatkan masyarakat
b. kadang-kadang saja melibatkan masyarakat
c. tidzk perah melibatkan masyarakat

31. Apakah hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakamyMandiri Pangan melalui
PMUK selalu ditindaklanjuti kembali?
a. seluruhnya ditindak lanjuti
b. sebagian besar ditindaklanjuti
c. sebagian kecil ditindaklanjuti
d. tidak ditindaklanjuti

32. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah(seteldh dilaksanakannya kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK Petugas tétap melakukan hubungan dengan masyarakat?.
a. ya, tetap melakukan huburigan dengan masyarakat
b. kadang-kadang saja
c. tidak pernah lagi

33. Menurut  Bapak/Ibu/Sdi(j) ~ bagaimanakah kemampuan masyarakat untuk
meneruskan pelaksandan’kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK setelah tidak
didampingi petugas. lagi?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
c. kurang mampu
d. tidak mampu

34. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah setelah dilaksanakannya kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK pemerintah tetap melakukan pemantauan kelanjutan
pelaksanaaanya oleh masyarakat?.
a. tetap dilakukan dan sering
b. tetap dilakukan tapi jarang sekali
c. tidak dilakukan lagi
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35. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) siapakah yang bertanggungjawab atas kelanjutan
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat Desa)
b. pihak sekolah (Kepala Sekolah, guru, karyawan dil)
c. Pemerintah Kabupaten (Diknas, penilik sekolah, dIl)
d. Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga adat dll)
32. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK?
a. sangat paham
b. cukup paham
c. kurang paham
d. tidak paham
33. Apakah pemahaman masyarakat tersebut dapat mendukung pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. sangat mendukung
b. cukup mendukung
c. kurang mendukung
d. tidak mendukung
34. Apakah partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peranserta masyarakat terhadap
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK, ‘mefupakan suatu keterlibatan
mental dan perasaan termasuk keterlibatan secara jasmaniah?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
35. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK masyarakat
bersedia memberikan /Sesusty’ sumbangan kepada usaha mencapai tujuan
kebijakan tersebut?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadatig-bersedia
c. tidak bersedia
36. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK terdapat
rasa kesenangan dan kesukarelaan masyarakat untuk membantu ?.
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
37. Apakah masyarakat merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan
Mandiri Pangan melaiui PMUK ?
seluruhnya
sebagian besar saja
sebagian kecil
tidak ada

a0 op
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38. Apakah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK merupakan kehendak sendiri?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
39. Apakah keterlibatan masyarakat selalu mengambil bagian dalam pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMU?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
40. Apakah masyarakat selalu melakukan kontrol/pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
41. Apakah masyarakat selalu melakukan pepilaian terhadap hasil/manfaat
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melaluiPMUK?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
42. Apakah masyarakat dapat memanfaaikan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
43. Apakah masyarakat melakukan pemeliharaan/perawatan dari pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. selutuhnya
b. sebagian besar saja
¢. sebagian kecil
d. tidak ada
44. Apakah masyarakat dapat mengembangkan hasil pelaksanaan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK?
a. seluruhnya
b. sebagian besar saja
c. sebagian kecil
d. tidak ada
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45. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan biaya dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadang bersedia
c. tidak bersedia

46. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan tenaga dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadang bersedia
c. tidak bersedia

47. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan waktunya dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadang bersedia
c. tidak bersedia

48. Apaksh masyarakat bersedia menyumbangkan alat-alat periengkapan dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan)?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadang bersedia
c. tidak bersedia

49. Apakah masyarakat bersedia menyumbangkan keterampilan/ keahliannya dalam
mendukung pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadang bersedia
c. tidak bersedia

50. Apakah masyarakat selaly_metnberikan tanggapan, pendapat, saran, pikiran,
prakarsa dalam mendukiing-pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui
PMUK?
a. selalu bersedia
b. kadang-kadatig.bersedia
c. tidak bersedia

51. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan
memberi\tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

sangat tinggi

cukup tinggi

kurang tinggi

rendah

aoop
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52. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap informasi yang berkenaan dengan
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
a. sangat tinggi
b. cukup tinggi
c. kurang tinggi
d. rendah

53. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) terhadap pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
a. sangat tinggi
b. cukup tinggi
c. kurang tinggi
d. rendah

54. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operiSional kebijakan
Mandiri Pangan melalui PMUK ?
a. sangat tinggi
b. cukup tinggi
¢. kurang tinggi
d. rendah

55.Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i)  bagaimanakah® skémampuan petugas untuk
menggerakkan, mengaktifkan, mendorong dan inengembangkan Motivasi Warga
untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan’'Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
¢. kurang mampu
d. tidak mampu

56. Menurut Bapak/Ibuw/Sdr(1) bagaimanakah kemampuan petugas untuk menengahi
dan mencari titik teniu, yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok
dalam masyarakat| tanpa’ menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
¢. kurang mampu
d. tidak mampu

57. Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah petugas pemnah memberikan pujian,
penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang
menunjukkan dukungan terhadap dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK?.
a. sangat sering
b. cukup sering
C. jarang
d. tidak pernah

10
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58. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah petugas selalu menyediakan waktu bagi Warga
bila mereka ingin berbicara guna membahas permasalahan yang mereka hadapi
dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.

a. sangat sering
b. cukup sering
C. jarang

d. tidak pernah

59.Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i)  bagaimanakah kemampuan petugas  untuk

memanfaatkan berbagai Keterampilan dan Sumber Daya masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
¢. kurang mampu
d. tidak mampu

60. Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i)  bagaimanakah kemampuan petugas  untuk

mengorganisir (membagi tugas dan pekerjaan) dalain pelaksanaan kebijakzan
Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
¢. kurang mampu
d. tidak mampu

61. Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i)  bagairfianakah kemampuan petugas untuk

Membangkitkan Kesadaran Masyarakat“dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
¢. kurang mampu
d. tidak mampu

62. Menurut  Bapak/IbuW/Sdr(i)  bagaimanakah kemampuan petugas untuk

Menyampaikan, Informasi yaitu menyampaikan Informasi yang mungkin belum
diketahui oleh‘masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui
PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
c. kurang mampu
d. tidak mampu

63. Menurut  Bapak/Ibu/Sdr(i)  bagaimanakah kemampuan petugas  untuk

mengajarkan pada masyarakat bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
a. sangat mampu
b. cukup mampu
c. kurang mampu
d. tidak mampu

11
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TRANSKRIP KUESIONER

Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kewajiban Pemerintah Untuk Melaksanakan Jumiah | Prosentase
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 sangat mengetahui 15 30
2 cukup mengetahui 5 10
3 kurang mengetahui 25 50
4 tidak mengetahui 5 10
Jumlah 50 100

Perolehan Informasi Mengenai Pemberdayaan Masyarakar Dalam  Pelaksandan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Perolehan Informasi Mengenai Bentuk<Bentuk Jumlah | Prosentase
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pe¢laksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 dari Pemerintah Desa (Kepala»Desa, BPD, dan 10 20
perangkat Desa)
2 dari Pemerintah Kecamatan, (Kepala Sekolah, guru, 20 40
karyawan dli)
3 dari media massa (rédio, K.oran, televisi) 5 10
4 dari Pemerintah ~ Kabupaten (Dinas Pertanian, 10 20
penyuluh, dll)
5 dari tetangga/teman/keluarga 5 10
Jumlah 50 100
Keterlibatan ‘Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijukan Program Aksi
Mandiri Pangan melalui PMUK
No Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Jumlah | Prosentase
' Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan
melalui PMUK
1 selalu melibatkan masyarakat 21 42
2 kadang-kadang saja melibatkan masyarakat 25 50
3 tidak pernah melibatkan masyarakat 4 8
Jumlah 50 100
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Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri

Pangan melalui PMUK
No | Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perencanaan | Jumlah | Prosentase
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat 20 40
Desa)
2 Pemerintah Kecamatan 15 30
3 Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh, 10 20
diy)
4 Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang 5 10
Taruna, Lenibaga adat dll)
Jumiah 50 100

Proses Diskusi Dengan Masyarakat Mengenai Kegiatan Apa Saja Yang Tepat
Dilaksanakan Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Manditi Pangan

melalui PMUK
No Proses Diskusi Dengan Masyarakat Dalam Jumlah | Prosentase
Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi
Mandiri Pangan mi¢lalui PMUK
1 selalu berdiskusi dengan masyarakat 20 40
2 kadang-kadang saja berdiskustdengan masyarakat 25 50
3 tidak pernah berdiskusidengan masyarakat 5 10
Jumlah 50 100

Gagasan, 1de Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Jumlah | Prosentase
Perencanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi
Mandiri Pangan melalui PMUK

1 sangat sering 15 30
2 cukup sering 15 30
3 jarang 15 30
4 | tidak pernah 5 10

Jumlah 50 100
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Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Masyarakat Dalam Perencanaan Keglatan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Pengakomodasian Gagasan, Ide Dan Saran Jumilah | Prosentase
Masyarakat Dalam Perencanaan Kegiatan Kebijakan
Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

1 ya, seluruhnya diakomodasi/ditampung 12 24

2 sebagian besar diakomodasi/ditampung 5 10

3 sebagian kecil diakomodasi/ditampung 30 60

4 tidak ada yang diakomodasi/ditampung 3 6
Jumlah 50 100

Kerja Sama Antata Pendamping dan penyuluh Dan Warga Musyarakat Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No | Kerja Sama Antara Pendamping dan penyuluh Dan ] Jumlah | Prosentase
Warga Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan mélalui
PMUK
1 sangat baik 15 30
2 baik 15 30
3 kurang baik 15 30
4 tidak baik 5 10
Jumlah S0 100

Suasana Atau Iklim Yang{Memungkinkan Potensi Masyarakat Untuk Berkembang
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui

PMUK
No | Suasana-Atau Tklim Yang Memungkinkan Potensi | Jumiah | Prosentase

Masyarakat Untuk Berkembang Dalam Pelaksanaan

Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan

melalui PMUK
I sudah diupayakan dan berjalan baik 15 30
2 sudah diupayakan, namun belum berjalan baik 30 60
3 belum/tidak ada upaya sama sekali 5 10
Jumlah 50 100
3
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Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Program Aksi Mandiri
Pangan melalui PMUK Di Desa Pelaik

No Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Keterangan
1 Pemberian wewenang kepada masyarakat ada, tapi belum berjalan

2 Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat | belum/tidak ada upaya sama
sekali

3 Meningkatkan keyakinan bahwa masyarakat | belum/tidak ada upaya sama
mempunyai potensi untuk melaksanakannya | sekali

4 Pemberian kesempatan pada masyarakat | ada, tapi belum berjalan

untuk memillh apa yang menjadi
keinginannya

5 Pemberian tanggungjawab pada masyarakat | ada, tapi beium berjalan
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu
6 Pemberian dukungan pada masyarakat untuk | ads; tapi‘belum berjalan
melaksanakan tugas-tugas tertentu

Updya Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Sefta Pendataan Potensi Yang
Dimiliki Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri
Pangan melalui PMUK

No | Upaya Menghimpun Permasalahan-Yang Dihadapi | Jumlah | Prosentase
Masyarakat Dalam Pelaksariaan Kegiatan Kebijakan
Program Aksi Mandiri-Pangen melalui PMUK

1 sudah diupayakan dan.berjalan baik 13 26

2 sudah diupayakan, fianiun belum berjalan baik 25 50

3 belum/tidak ada Gipaya sama sekali 12 24
o | Jumlah ] 50 100

Keterlibatan, Masyarakat Dalam Menghimpun Permasalahan Yang Dihadapi Serta
Pendataan Potenisi Yang Dimiliki

No Keterlibatan masyarakat dalam menghimpun Jumlah | Prosentase
permasalahan yang dihadapi serta pendataan potensi
yang dimiliki pelaksanaan kegiatan kebijakan
Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

1 sudah diupayakan dan berjalan baik 20 40
2 sudah diupayakan, namun belum berjalan baik 25 50
3 belum/tidak ada upaya sama sekali 5 10
Jumlah 50 100
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Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun Permasalahan Dan Pendatasn
Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program Aksi Mandiri

Pangan melalni PMUK
No { Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Menghimpun | Jumiah | Prosentase
Permasalahan Dan Pendataan Potensi Masyarakat
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK
1 Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat 13 26
Desa)
2 Pemerintah Kecamatan 20 40
3 Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh,
1)) 15 30
4 Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang
Taruna, Lembaga adat dii) 2 4
Jumlah 50 100

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Maridiri Pangan melalui PMUK

No Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Aksi Jumlah | Prosentase
Mandiri Pangan melalui PMUK
1 sangat sering 5 10
2 cukup sering 10 20
3 jarang 20 40
4 tidak pernah 15 30
Jumlah 50 100

Kontak Pendemping danvpenyuluh Dengan Masyarakat Setelah Dilaksanakannya
Kegiatan Kebijakar Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kontak Pendamping dan penyuluh Dengan Jumlah | Prosentase
Masydrakat Setelah Dilaksanakannya Kegiatan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 ya, tetap melakukan hubungan/kontak dengan 5 10
masyarakat
2 kadang-kadang saja 20 40
3 tidak pernah lagi 25 50
Jumlah 50 100
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Pendapat Wargsn Masyarakat Mengenai Pihak Yang Bertanggungjawab  Atas
Kelanjutan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No | Pendapat Warga Masyarakat Mengenai Pihak Yang | Jumlah | Prosentase
Bertanggungjawab Atas Kelanjutan Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD, dan perangkat 11 22
Desa)
2 Pemerintah Kecamatan 16 32
3 Pemerintah Kabupaten (Dinas Pertanian, penyuluh,
di) 21 4?2
4 Lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang
Taruna, Lembaga adat dil) 2 4
Jumiah 50 100

Kemampuar Pendamping dan penyuluh Untuk Menggerakkan, Mengaktifkan,
Mendorong Dan Mengembangkan Motivasi Warga

No | = Kemampuan Pendamping dan periyululi’ | Jumliah | Prosentase.

1 sangat baik 10 20

2 cukup baik 15 30

3 kurang baik 20 40

4 tidak baik 5 10
Jumlah 50 100

Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menengahi Dan Mencari Titik Temu
Yang Dapat DikerjakanBersama Oleh Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat

No Kemampuan Pendamping dan penyuluh Jumlah | Prosentase
1 sangat baik 5 10
2 cukup baik 15 30
3 kurang baik 20 40
4 tidak baik 10 20
Jumlah , 50 100
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Kemampuan Pendamping dan penyuluh  Untuk Memanfaatkan Berbagai
Keterampilan Dan Sumber Daya Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kemampuan Pendamping dan penyuluh Jumiah | Prosentase

1 sangat mampu 10 20

2 cukup mampu 15 30

3 kurang mampu 20 40

4 tidak mampu 5 10
Jumlah 50 100

Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Mengorganisir (Membagi Tugas Dan
Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK

No Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Jumlah | Prosentase
Mengorganisir (Membagi Tugas Dan Pekerjaan)
Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri
Pangan melalui PMUK
1 sangat mampu 10 20
2 cukup mampu 20 40
3 kurang mampu 15 30
4 tidak mampu 5 10
Jumlah 50 100

Kemampuan Pendamping _dait 'pényuluh Untuk Membangkitkan Kesadaran
Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK

No Kemampuan Pendamping dan penyuluh Jumlah | Prosentase
1 sangat mampu 10 20
2 cukup mampu 15 30
3 | kurangsampu 20 40
4 tidak mampu 5 10
Jumlah 50 100
7
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Kemampuan Pendamping dan penyuluh Untuk Menyampaikan Informasi Dalam
Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kemampuan Pendamping dan penyuluh Jumlah | Prosentase
1 sangat mampu 15 30
2 cukup mampu 20 40
3 kurang mampu 10 20
4 tidak mampu 5 10
Jumlah 50 100
Pemahatan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri
Pangan melalui PMUK
No Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jumlah"| Prosentase
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 sangat paham 5 10
2 cukup paham 20 40
3 kurang paham 20 40
4 tidak paham 5 10
Jumlah 50 100

Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Sumbangan Guna Mendukung
Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kesediaan Masyarakat Untuk Memberikan Jumlah { Prosentase
Sumbangan Guha Mendukung Pelaksanaan
Kebijakan Progfam Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 selalu bersedia 10 20
2 kadang-kadang bersedia 30 60
3 tidak bersedia 10 20
Jumlah 50 100
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Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi

Mandiri Pangan melalui PMUK
No Kontrol/Pengawasan Masyarakat Terhadap Jumlah | Prosentase
Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri
Pangan melalui PMUK
1 ada, dan berjalan optimal 10 20
2 ada, tapi tidak berjalan 30 60
3 tidak ada sama sekali 10 20
Jumlah 50 100
Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan
melalui PMUK
No Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jaumiah | Prosentase
Kebijakan Prcgram Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 ada, dan berjalan optimal 12 24
2 ada, tapi tidak berjalan 20 40
3 tidak ada sama sekali 18 36
Jumlah 50 100

Pemeliharaan/Perawatan Masyarakat ‘Terhadap Fasilitas Yang Dibangun Dalam
Pelaksanaan Kebijakan Program AKsi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Pemeliharaan/Perawatdn Masyarakat Terhadap Jumlah | Prosentase
Fasilitas Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan
Kebijakan Progfam Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 ada, dan betjalar optimal 20 40
2 ada, tapitidak berjalan 20 40
3 tidak ada sama sekali 10 20
Jumlah 50 100
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Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Dalam Menduking Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Biaya Jumlah | Prosentase
Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK
1 seluruhnya bersedia 15 30
2 sebagian besar bersedia 20 40
3 sebagian kecil bersedia 10 20
4 tidak ada yang bersedia 5 10
Jumlah 50 100

Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Dalam Mendukung Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Tenaga Jumlah | Prosentase
Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK.

1 seluruhnya bersedia 20 40
2 sebagian besar bersedia 10 20
3 sebagian kecil bersedia 5 10
4 tidak ada yang bersedia 15 30

Jumlah 50 100

Kesedizan Masyarakat Menyumbahgkan Alat-Alat Perlengkapan Dalam Mendukung
Pelaksanaan Kebijakan Program.Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No | Kesediaan Masyarakat Menyumbangkan Alat-Alat | Jumlah | Prosentase
Perlengkapan Dalam Mendukung Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK
1 selurubnya bersedia 15 30
2 sebagian besar bersedia 20 40
3 sebagian kecil bersedia 10 20
4 tidak ada yang bersedia 5 10
Jumlah 50 100
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Kesediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa
Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui
PMUK

No Kesediaan Masyarakat Memberikan Tanggapan, Jumlah | Prosentase
Pendapat, Saran, Pikiran, Prakarsa Dalam
Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi
Mandiri Pangan melalui PMUK
1 seluruhnya bersedia 15 30
2 sebagian besar bersedia 20 40
3 sebagian kecil bersedia _ 10 20
4 tidak ada yang bersedia 5 10
Jumlah SO 100

Partisipasi Masyarakat Dalam Memperhatikan/Menyerap DanMemberi Tanggapan
Terhadap Informasi Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Kebijakan Program Aksi
Mandiri Pangan melalui PMUK

No Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah | Prosentase
Memperhatikan/Menyerap Dan Membefi Tanggapan
Terhadap Informasi Yang Berkenaan Dengan
Pelaksanaan Kebijakan Prograrh. Aksi Mandiri
Pangan melalui FMLIK

1 sangat tinggi 5 10
2 cukup tinggi 20 40
3 kurang tinggi 10 20
4 rendah 15 30

Jumlah 50 100

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan  Keputusan Terhadap Pelaksanaan
Kebijakan Program Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK

No Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Jumlah | Prosentase
Keputusan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Program
Aksi Mandiri Pangan melalui PMUK
1 sangat tinggi 10 20
2 cukup tinggi 10 20
3 kurang tinggi 20 40
4 rendah 10 20
Jumlah 50 100
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Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi Manditi Pangan

melalui PMUK
No Faktor-Faktor Yang Pendapat Subjek Penelitian
Mempengaruhi Pelaksanaan | Setuju | Tidak Setuju { Tidak
Program Aksi Mandiri Tabu
Pangan melalui PMUK
1 Faktor waktu 24 13 13
2 Faktor  menyusun  dan 20 19 11
membuat pandangan
3 Sikap aparatur pelaksana 25 11 14
Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Aksi -Mandiri Pangan
melalui PMUK
Perriyataan Subjek Penelitian
No Faktor Penghambat Setiju Tidak Tidak
Setuju Tahu
1 Anggaran kurang mencukupi 32 - 18
2 Tidak tersedianya juklak/jukunis 19 31 -
yang dapat dijadikan, acuan
dalam Pelaksanaan Program
3 Kurangnya koordinasi antar 50 - -
instansi yang térkait
4 Jadwal “ketja” yang belum 50 - -
tersusurhsecara sistematis
5 Sarana\, dan prasarana tidak 50 - -
memadai
6 Partisipasi masyarakat rendah 15 19 16
Metode pendekatan yang 22 17 i1
dilakukan petugas tidak tepat
Jumlah petugas belum mencukupi 12 22 16
9 Kualitas petugas rendah 16 21 13
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Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan

melalui PMUK
No Faktor Pendoroag Pernyataan Subjek Penelitian
Setuju | Tidak Tidak
Setuju Tahu

1 Respek masyarakat terhadap otoritas dan 33 - 17
keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sintang

2 | Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima 30 20 -
kebijakan

3 | Adanya keyakinan masyarakat bahwa kebijakan itu 16 it 23
dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh
pejabat pemerintah yang berwenang melalui
prosedur yang telah ditetapkan

4 Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan 23 IS 12
karena kebijakan-kebijakan sebelumnya lebih
banyak mendapat penolakan masyarakat

1 persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat 50 - -

2 | isi dan tujuan kebijakan dimengerti oleh 32 10
masyarakat

3 | pelaksanan kebijakan didukung oleh informasi 19 16 15
yang memadai, terutama mengenai kondisi dan
kesadaran masyarakat menjadi kelompok sasaran

4 | pembagian pekerjaan yang efektif dalamn 15 12 23
pelaksanaan kebijakan

5 | pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional 9 9 32
dalam pelaksanaan kelijaksn

6 | pemberian tugas-tugasdan kewajiban-kewajiban 10 13 27
yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan
Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk bentuk pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di
Desa Pelaik?

3. Apakah bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan
Mandiri Pangan melalui PMUK di Desa Pelaik telah disosialisasikan kepada
warga masyarakat?

4. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap bentuk pemberdayaan
tersebut?

5. Apa saja yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

6. Bagaimanakah tata cara pengelolaan pemberddyaan’ masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

7. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri\Pangan melalui PMUK telah
dilaksanakan upaya menghimpun permasalahdn yang dihadapi masyarakat?.

8. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK telah
dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki masyarakat?.

9. Apakah upaya menghimpun permasalshan dan pendataan potensi tersebut
melibatkan masyarakat?.

10. Siapa saja yang terlibat dalam» kegiatan menghimpun permasalahan dan
pendataan potensi tersebut?.

11. Apakah dari permasalahan-yang berhasil dihimpun tersebut telah disusun
prioritas yang akan ditindaklanjuti?.

12. Apakah pernah dilakuKan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMIUJK?.

13. Bagaimana kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK diimplementasikan?

14. Siapa saja\yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Mandiri
Pangan melalai PMUKtersebut ?

15. Bagaimana' interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang
terlibat dalam penerapan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

16. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa
secara formal lebih berkuasa dalam implementasi kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK?

17. Bagaimana cara kerja birokrasi dalam proses pelaksanaan program Mandiri
Pangan melalui PMUK?

18. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?
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19. Bagaimana tanggapan target group/masyarakat terhadap Mandiri Pangan
melalui PMUK?

20.Jenis partisipasi apa saja yang diberikan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

21. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi tersebut?

22.Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan
memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

23. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap informasi yang berkenaan
dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?

24, Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan  pembangunan,
termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) terhadap pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?

25.Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan~ operasional
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?

26, Peran-peran fasilitatif apa saja yang bharus dilakukan petugas dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?!

27. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam- mé¢laksanakan peran fasilitatif
tersebut?

28. Peran-peran edukasional apa saja yang\harus dilakukan petugas dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melaiui PMUK?.

29. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran edukasional
tersebut?
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TRANSKRIP PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaar

Mandiri Pangan metalui PMUK di Desa Pelaik?
Jawaban: Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan,
pendampingan dan peningkatan akses untuk meningkatkan partisipasi,
demokratisasi, pengembangan kapasitas, pengembangan ekonomi dan
pengembangan individu

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk bentuk pemberdayaan

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK di
Desa Pelaik?
Jawaban: Kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dait kelembagaan
pelayanan di pedesaan. Penumbuhan kelembagaan di pedesaan meliputi :
kelomipok afinitas, Tim Pangaii Desa, Leimbaga Keuanigan Desa dengan
didukung infrastruktur pedesaan diharapkan mampu-méngembangkan sistem
ketahanan pangan dengan melaksanakan subsistéin kefersediaan, distritusi dan
konsumsi, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dan akses pangan rumah
tangga, berkembangnya usaha produktif dax berkembangkan pola konsumsi
pangan beragam bergizi seimbang dan aman,

3. Apakah bentuk pemberdayaan maSyarakat dalam pelaksanaan kebijakan
Mandiri Pangan melalui PMUK di.Desa Pelaik telah disosialisasikan kepada
warga masyarakat?

Jawaban: Sudah

4. Bagaimanakah tanggapah ~masSyarakat terhadap bentuk pemberdayaan
tétsebut?

Jawaban: Pada umumnya cukup baik.

5. Apa saja yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan Manditi-Parigan melalui PMUK?

Jawaban: Ada sepaluh alasan yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK, yaitu: (1),
masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang
disebabkan’ oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya lahan, sehingga tidak
berusaha di sektor pertanian; (2). masih adanya kemiskinan struktural,
sehingga meskipun telah berusaha tetapi pendapatan yang diperoleh belum
memenuhi  kebutuhan keluarga; (3). minimnya sarana dan prasarana
(pengairan, jalan desa, sarana usahatani, ait betsib, listtik dan pasar); (4).
terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan
aman; (5). belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan
masyarakat/kelompoktani; (6). Terbatasnya akses masyarakat terhadap
lembaga permodalan; (7). Rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran;

kebijakan
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(8).terbatasnya akses informasi dan tekinologi; (9). rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat; dan (10). terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan
6. Bagaimanakah tata cara pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Program Aksi Desa Mandiri Pangan dirancang dalam kurun waktu
4 tahun, melalui 4 tahapan yang diharapkan mencapai kemandirian. Tahapan
pelaksanaan kegiatan meliputi : (1) tahap persiapan, (2) tahap penumbuhan,
(3) tahap pengembangan dan (4) tahap kemanditian. Takap persiapan, antara
lain : seleksi desa rawan pangan, terbentuknya kelompok KK miskin sasaran,
data base karakteristik kemasyarakatan, dan profil desa yang menggambarkan
kondisi potensi dan permasalahan ketahanan pangan serta perencanaan
pembangunan desa partisipatif yang dikoordinasikan oleh Pendamping, Tim
Pangan Desa (TPD) dan Aparat desa setempat. Pada tahgp-penumbuhan,
mulai ditumbuhkan uszha-usaha produktif yang dikembangkain oleh kelompok
afinitas, kelompok wanita dan kelompok lumbung, pangan. Pada tahap ini
mulai ditumbubkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai lembaga layanan
modal, berfungsinya posyandu dan kader gim'\serta bekerjanya sistem
ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,/distribusi dan konsumsi pangan
serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan saraha prasarana
dalam ketahanan pangan wilayah pedesaan. Pada tahap pengembangan,
terdapat peningkatan usaha-usaha/ekonomi produktif dan modal sosial
kemasyarakatan yang mengarah pada-p¢ningkatan skala usaha, peningkatan
modal yang dikelola masyarakat\dalam wadah LKD, pembangunan sarana
prasarana wilayah dalam “mendukung pembangunan ketahanan pangan
masyarakat melalui pefigembangan sistem ketersediaan, distribusi dan
konsumsi pangan yang dikoordinasikan oleh TPD sebagai penggerak
pembangunan ketdhanan pangan desa. Sedangkan tahap kemandirian
ditunjukkan adanya’ peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi
produktif yang, mampu meningkatkan daya beli dan meningkatnya jaringan
kemitraan yang ‘ditandai munculnya usaha kecil, usaha mikro pedesaan di
bidang pangan dan non pangan serta tumbuhnya gapoktan yang mandiri dan
berfungsinya LKD sebagai layanan modal. Pola pikir masyarakat lebih maju
dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dilihat dari
aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola
konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Serta berfungsinya
TPD yang mampu menggerakkan dan engkoordinasikan program-program
pembangunan ketahanan pangan desa, yang ditandai dengan pengelolaan
sarana dan prasarana pendukung usahatani melalui program lintas sektor yang
berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa
setempat dan desa sekitarnya
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7. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandifi Pangan melalui PMUK telah
dilaksanakan upaya menghimpun permasalahan yang dihadapi masyarakat?,
Jawaban: Sudah A

8. Apakah dalam pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK télak
dilaksanakan upaya pendataan potensi yang dimiliki masyarakat?.

Jawaban: Sudah

9, Apakah““ (ah updya fneﬂghxmpun pefmasalahan dan f)eﬂdataaﬂ potensi tersebiit
melibatkan masyarakat?.
Jawaban: Ya

10. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan menghimpun permasalahan dan
pendataan potensi tersebut?.

Jawaban: Pemerintah desa dan tokoh masyarakat

11. Apakah dari permasalahan yang berhasil dihimpun tersebut telah disusun
prioritas yang akan ditindaklanjuti?.
Jawaban: Sudah

12. Apakah pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan Kepiatan kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUK?.
Jawaban: Pernah dan rutin

13. Bagaimana kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK diimplementasikan?
Jawaban: (a). Mengintensifkan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas
dan kemandirian masyarakat, (b). Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya
dengan stake holder untuk bersamid-sama meningkatkan kemandirian
masyarakat dalam mewujudkén Kketahanan pangan. (c). Mengembangkan
kelembagaan masyarakat yang ‘dipercaya, mengakar, dan akuntabel. (d).
Menerapkan konsep pembarigunan partisipatif secara konsisten dan dinamis
serta berkelanjutan. (€),"Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. ®.
Mengembangkan sinergitas antar stakeholder melalui Dewan Ketahanan
Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

14. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan Mandiri
Pangan melalui PMUKtersebut ?
Jawaban: Pemerintah Desa, Lembaga sosial dan seluruh warga masyarakat

15. Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang
terlibat dalam penerapan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Sangat baik

16. Siapa secara formal diberikan wewenang melaksanakan program dan siapa
secara formal lebih berkuasa dalam implementasi kebijakan Mandiri Pangan
melalui PMUK?
Jawaban: Tim Pangan Desa (TPD) dan Apatat desa setempat
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17. Bagaiifiana cara kerja birokrasi dalam proses pelaksanaan program Mandiri
Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Cukup baik

18. Bagaimana cara atasan melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan

19. Bagaimana tanggapan target group/masyarakat terhadap Mandiri Pangan
mielalui PMUK?
Jawaban: Cukup baik dan antusias

20.Jenis partisipasi apa saja yang diberikan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Pikiran, ténaga dan waktu

21. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi tersebut?
Jawaban: Sangat baik

22. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memperhatikan/menyerap dan
memberi tanggapan terhadap informasi yang berkenaarn dengan pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Sangat baik

23. Bagdimanakah tanggapan masyarakat terhadap ~ informasi yang berkenaan
dengan pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?
Jawaban: Sangat baik

24. Bagaimanakah partisipasi masyarakat-dalam perencanaan  pembangunan,
termasuk pengambilan keputusan'(penetapan rencana) terhadap pelaksanaan
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
Jawaban: Sangat baik

25. Bagaimanakah partisipasi “masyarakat dalam pelaksanaan  operasional
kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK ?
Jawaban: Sangat baik

26. Peran-peran fasilitatif apa saja yang harus dilakukan petugas dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
Jawaban: ‘Tugas Pendamping pada tahap persiapan, adalah menumbuhkan
dan mengembangkan kelompok afinitas. Mengembangkan dinamika kelompok
(organisasi, administrasi, tabungan kelompok). Membina kelompok afinitas
dalam merencanakan usahid produktif. Menumbuhkan lembaga layanan
permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok.Membuat
database : pemetaan potensi wilayah desa lokasi kegiatan, profil kelompok,
profil desa

27. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksanakan peran fasilitatif
tersebut?
Jawaban: Sangat baik
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28. Peran-peran edukasional apa saja yang harus dilakukan petugas dalam
pelaksanaan kebijakan Mandiri Pangan melalui PMUK?.
Jawaban: Tugas Pendamping pada Tahap Penumbuhan adalah
mengembangan  dinamika kelompok  afinitas, menumbuhkan dan
mengembangkan usaha produktif kelompok, meliputi usaha on farm, off farm,
maupun ronfarm. menyeleksi calon penerima manfaat bagi kegiatan P2KPG
untuk kelompok wanita, usaha tepung-tepungan dan anak SD/MI serta
kelompok lumbung pangin masyardkat bersama Pokja Desa Mandiri Pangan
Kabupaten; bersama Tim Pangan Desa menyusun materi/bahan penyuluhan
tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; bersama Tim Pangan
Desa menyusun menu makanan sesuai kebutuhan penerima manfaat;
mendampingi kelompok dalam menyusun rencana, jadwal Kkegiatan,
sosialisasi, demonstrasi, dan pengembangan pekarangan; penguatan kapasitas
keschatan lingkungan, pengembangan kelembagaan ‘dan. jaringan usaha,
penerapan teknologi tepat guna,pemantavan, evaluasi, dan’ renyusun laporan
pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan

29. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melaksarakan peran edukasional
tersebut?
Jawaban: Sangat baik
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